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ABSTRAK 
 
Muh Khusnul Fauzi Zainal ( B 111 11 112 ). Analisis Yuridis 
Terhadap Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam 
Perkara Tindak Pidana Korupsi. Yang dibimbing oleh Bapak M. 
Said Karim sebagai Pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati 
sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar kewenangan KPK 
dalam menggabungkan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam 
perkara Tindak pidana korupsi, mengingat upaya ini dilakukan KPK 
untuk menjerakan pelaku korupsi serta memberikan rasa takut kepada 
masyarakat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi. Serta system 
pembuktian yang digunakan dalam penggabungan perkara Tindak 
Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi  
Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian 
deskiriptif kualitatif. Dimana data yang diperoleh ada data primer 
yaitu data yang di dapatkan di lapangan dengan menggunakan tekhnik 
wawancara kepada penegak hukum, sedangkan data sekunnder 
diperoleh dari studi kepustakaan, dengan membaca buku, literature-
literature. Dan informasi yang lain yang berkaitan dengan penelitian 
penulis. 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa KPK ikut berwenang dalam 
menyidik Tindak Pidana pencucian Uang dalam hal apabila Tindak 
pidana Pencucian tersebut di Indikasikan dilakukan pelaku Tindak 
Pidana Pencucian Uang pada saat dilakukan penyidikan Tindak 
pidana Korupsi. Namun secara Yuridis KPK hanya berwenang 
Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Namun tidak memiliki 
kewenangan Untuk Menuntut atau menjadi Penuntut Umum dalam 
perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi secara sosiologis KPK 
berwenang melakukan Penuntutan dengan dasar dasar yang penulis 
sampaikan di hasil Penelitian Penulisan ini. 
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Abstract 
 
Muh Khusnul Fauzi Zainal ( B 111 11 112 ). Analysis Juridical 
about Position Money Laundering crimes in Coruption Case. 
With first consular is Prof.Dr.H.M. Said Karim., SH.,MH.,M.Si 
and the second is Dr.Dara Indrawati, SH.,MH. 
This Research purposed to have knew the principle of KPK 
authority to combine Money Laundering crime in corruption 
case, because the means of KPK combine this case for make 
frighten of corruption actor and the people to make an 
Corruption. 
Method of research that author use is qualitative description 
research method. It's about to find a Information and decide in 
Two kind of Information. The Primarly data describe the 
information that author get from field research just like Interview 
with law servant and the secondary data will be explained from 
books or literatures or any information that related with this 
research. 
The result of this research explain about KPK have a Authority 
for Investigate Money Laundering Case if Money Laundering 
indicate or found when the suspect of Money Laundering Under 
Investigate Corruption Crimes. But according to the judicial 
KPK authority only about Investigate not be an Public 
prosecution in Money Lundering Case. But in sociology KPK 
Have authority become an Public Prosecutor with the principle 
writer explain in this research. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1. Latar Belakang Masalah  
Undang-Undang dasar 1945 menegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu 
“ Negara Indonesia adalaah Negara Hukum” bukan merupakan negara 
kekuasaan (machtstaat). Ketentuan ini menunjukkan segala segala sesuatu 
yang di atur dalam negara ini harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan 
kekuasaah belaka. Landasan yuridis ini digunakan dalam seluruh aspek 
kehidupan masyarakat. Apalagi dalam sistem peradilan pidana baik proses 
penyidikan, penuntutan maupun hakim dalam persidangan dilarang 
bertindak sewenang wenang atau tidak berdasarkan aturan hukum. 
Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dewasa ini sudah 
berada dalam tahap yang membahayakan karena sudah merasuki sendi-
sendi kehidupan bernegara. Untuk itu dalam sistem peradilan pidana 
perkara pemberantasan korupsi merupakan  prioritas utama. Hal ini dapat 
dilihat dalam Pasal 25 Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan “ penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak 
Pidana Korupsi harus di dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian 
secepatnya”. 
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 Dalam era reformasi sekarang ini perkara Tindak Pidana  Korupsi 
cenderung terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitati yang 
dilakukan pada lembaga Negara pada bidang Eksekutif, Legislatif maupun 
Yudikatif. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh lembaga 
Eksekutif yang sering di informasikan baik dari media cetak maupun  
elektronik yaitu perbuatan seperti mark up harga untuk pekerjaan proyek 
pemerintah baik untuk jasa konstruksi maupun pengadaan barang, 
sedangkan pada lembaga legislatif yaitu mengenai fungsi penganggaran 
yang dimiliki lembaga legislatif seperti anggota DPR menerima suap 
untuk menyetujui anggaran yang di ajukan oleh pemerintah. Pada   
lembaga yudikatif yaitu penerimaan suap untuk merekayasa perkara atau 
putusan.  
Bilamana keadaan ini tidak ditanggulangi secara cepat, tepat dan 
terarah serta terpadu antar aparat penegak hukum dan elemen lainnya 
maka akan dapat semakin mengurangi kepercayaan masyarakat maupun 
dunia luar terhadap negara Republik Indonesia. 
Lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat 
independen di Indonesia  telah membawa angin segar bagi masyarakat 
dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia baik secara 
preventif dan represif. Pembentukan komisi khusus dalam penanggulangan 
Tindak Pidana Korupsi ini dibentuk dengan pertimbangan yaitu Pertama  
melalui media massa ada beberapa kasus besar yang tidak pernah jelas 
ujung akhir penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu seringkali terjadi 
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adanya kebijakan Pengeluaran SP3 ( Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan ) oleh aparat terkait sekalipun secara yuridis Bukti permulaan 
sudah cukup kuat. Ketiga, kaluapun suatu kasus korupsi penanganannya 
sudah sampai pada tahap persidanga
i
n di Pengadilan, seringkali publik 
dikecewakan dengan vonis vonis yang melawan arus dan rasa keadilan 
masyarakat. Dan selain itu penanganan tindak pidana korupsi secara 
Konvensional selama ini terbukti seringkali mengalami hambatan.
1
 Oleh 
karena itu pemberantasan Tindak pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara 
profesional, intensif dan berkesinambungan selain itu lembaga 
pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.
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Dibentuknya KPK merupakan harapan dalam pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi baik bersifat preventif  maupun represif karena upaya 
upaya yang dijalankan KPK dalam memberantas korupsi. Adapun upaya 
yang dapat di acungi jempol kepada KPK dalam penanggulangan Tindak 
Pidana Korupsi antara lain: 
1. Menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku Tindak 
Pidana Korupsi  
2. Upaya memiskinkan pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan cara 
menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. 
Upaya KPK dalam menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi 
dengan Tindak Pidana Pencucian Uang  yang bertujuan memsikinkan para 
                                                             
1 Mahrus Ali, “ Asas Asas dan Praktek Hukum Pidana Korupsi “ UII Press, Yogyakarta, hlm 224 
2 Konsideran Huruf a dan b Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak pidana Korupsi  
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pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam kenyataannya di kalangan ahli 
hukum timbul perdebatan karena adanya yang setuju dan tidak menyetujui 
upaya KPK tersebut. Alasan bagi pihak yang setuju yaitu dengan 
pertimbangan contant justice, dapat memiskinkan pelaku Tindak pidana 
Korupsi, memberi efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan 
Tindak Pidana Korupsi dan perkara tindak pidana korupsi sudah sangat 
luar biasa terjadi di Indonesia sehingga penanganannya perlu pula 
dilakukan secara luar biasa. Adapun alasan yang tidak  menyetujui upaya  
KPK dalam menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak 
Pidana Pencucian Uang yaitu KPK dianggap tidak memiliki wewenang 
selaku penyidik dan penuntut umum dalam perkara Tindak Pidana 
Pencucian Uang, karena penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang adalah 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga tindakan KPK melakukan 
penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang menghilangkan 
kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum. 
Apalagi dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 
penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap seluruh aset pelaku Tindak 
Pidana Pencucian Uang, dimana dalam pembuktiannya Penuntut Umum 
tidak wajib secara mutlak membuktikan asal usul dari harta benda yang 
telah dilakukan penyitaan. ( angka 2 Pasal 69 Undang Undang Tindak 
Pidana Pencucian Uang ). Ketentuan ini, menunjukkan dalam tindak 
pidana pencucian uang berlaku asas pembalikan beban pembuktian secara 
murni (omkering van het bewijlast atau riversal burden of proof ) 
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sedangkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berlaku sistem 
pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang, dimana penuntut 
umum tetap wajib melakukan pembuktian dari surat dakwaan yang di 
ajukan di depan persidangan. Mengingat upaya KPK dalam 
menggabungkan  penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak 
Pidana Pencucian Uang  masih mengalami pro dan kontra dan bentuk 
sistem pembuktian perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana 
Pencucian Uang berbeda amtara satu dengan lainnya, maka perlu dikaji 
sistem pembuktian yang mana yang digunakan dalam penggabungan 
perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh 
karena itu penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “ 
Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang 
dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi “ 
 
2. Rumusan Masalah  
Berdasarkan Latar Belakang masalah sebagaimana telah 
dikemukakan di atas, maka ada 2 (dua) Rumusam Masalah dalam skripsi 
ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap dasar kewenangan KPK 
dalam melakukan penggabungan perkara Tindak Pidana Pencucian 
Uang dalam Tindak Pidana Korupsi  ? 
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b. Bagaimana sistem pembuktian dalam perkara yang 
menggabungkan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana 
Pencucian Uang ? 
3. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui dasar kewenangan KPK dalam menggabungkan 
perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian 
Uang 
b. Untuk mengetahui dasar KPK dalam menyidik perkara Tindak 
Pidana Pencucian Uang   
c. Untuk mengetahui sistem pembuktian yang digunakan apabila 
perkara Tindak pidana Korupsi digabung dengan Tindak Pidana 
Pencucian Uang 
4. Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman 
terhadap masyarakat luas mengenai kewenangan KPK dalam 
menangani Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
digabung dengan Tindak Pidana Korupsi 
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan 
bermanfaat bagi masyarakat, lembaga hukum atau institusi 
penanggulangan Tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
pencucian uang seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam 
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hal dari segi gambaran penanganan penanganan Tindak Pidana 
Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian Tinjauan Yuridis  
Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan berdasarkan aspek  
hukum, sedangkan hukum yang dikaji di sini adalah hukum menurut 
ajaran dan ketentuan hukum pidana. Khusus dalam penulisan ini, 
pengertian Tinjauan Yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai 
dasar hukum atau landasan yuridis dan ajaran ilmu hukum mengenai 
penggabungan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara 
Tindak Pidana Korupsi maupun sistem pembuktian yang digunakan dalam 
penggabungan perkara tersebut. 
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu ” corruptio ” atau ” 
corruptus ”, bahasa Inggris ” corruption ” atau ” corrupt ”, bahasa 
Belanda ” corruptie ” yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia 
menjadi ” korupsi ” . dan dijelaskan : Pengertian korupsi tidak hanya 
identik dengan penggelapan uang negara, tetapi juga termasuk penyuapan 
(bribery]) dan penerimaan komisis secara   tidak    sah ( kickbacks)
3
 
Pengertian Korupsi secara Harfiah berupa : 
                                                             
3 Muh Zainal Arif “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara” 
Desertasi , Makassar, 2013 hlm 12 
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a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan 
dan Ketidakjujuran.  
b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, Penerimaan 
uang sogok dan sebagainnya  
c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang 
bersifat buruk. Perilaku yang jahat dan tercela atau kebejatan 
moral, penyuapan dan bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang 
dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti  secara tidak 
tepat dalam satu kalimat. Pengaruh pengaruh yang korup  
Dalam definisi tersebut , terdapat tiga unsur dari pengertian 
Korupsi , yaitu:  
a. Menyalahgunakan Kekuasaan. 
b. Kekuasaan yang dipercayakan ( yaitu baik di sektor publik 
maupun di sektor swasta ), Memiliki akses bisnis atau 
keuntungan materi  
c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi 
orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota 
keluarganya dan teman temannya maupun korporasi ) 
4
 
Berdasarkan pengertian yang disebutkan diatas penulis dapat 
mengambil kesimpulan korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan 
kewenangan atau kekuasaan baik dimiliki lembaga eksekutif, legislatif 
                                                             
4 Dr. Drs. IGM Nurdjana, SH., M.Hum “Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “ Perspektif 
Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum” “ Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010. Hlm 15 
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maupun yudikatif ataupun pihak lain misalnya pemberian suap, hadiah dan 
lain lain dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang 
merugikan atau tidak merugikan Negara secara langsung. 
Perkembangan korupsi di Indonesia berada pada tahap yang 
membahayakan, apabila di umpamakan korupsi di Indonesia Ibarat 
penyakit , Korupsi di Indonesia berkembang dalam tiga tahap yaitu  eletis, 
endemic dan sistemik. Dan pada tahap eletis, Korupsi masih menjadi 
patologi sosial yng khas dilingkunga para elit pejabat dan pada tahap  
endemic korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu 
ditahap yang kritis ketika korupsi menjadi sistemik , stiap individu di 
dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa, boleh jadi penyakit korupsi 
di Indonesia ini telah masuk sampai pada tahap sistemik. Perkembangan 
tindak pidana korupsi yang sudah tidak terkontrol lagi bukan hanya 
menimbulkan kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga 
berdampak besar pada pengambatan pertumbuhan dan pembangunan 
nasional serta melanggar  hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi 
masyarakat. Karena dampak luar biasa yang ditimbulkan oleh Tindak 
pidana Korupsi maka dari itu tindak pidana korupsi tidak dapat lagi 
digolongkan sebagai Kejahatan biasa ( ordinary crimes ) melainkan telah 
menjadi kejahatan luar biasa ( extra ordinary crimes ) sehigga berdasarkan 
penggolongan tersebut dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi 
dilakukan dengan cara biasa tapi dituntut cara cara luar biasa ( extra 
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ordinary enforcement ) dalam penanganannya untuk pemberantasan tindak 
pidana korupsi. 
Tindak pidana korupsi di Indonesia di golongkan sebagai kejahatan 
luar biasa atau extra ordinary crimes menurut Romli Atmasasmita 
dikerenakan : 
1. Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat dan berakar 
dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara 
dan ternyata salah satu program kerja Kabinet Gotong 
Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan 
pemberantasan Korupsi, kolusi dan Nepotisme ( KKN ). 
Masalah korupsi pada tingkat dunia di akui sebagai 
kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan 
meluas dan sudah merupakan suatu binatang gurita yang 
mencengkram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. 
Centre for International Crime Prevention (CICP) salah 
satu organ perserikatan Bangsa – Bangsa yang 
berkedudukan di Wina telah secara luas mendefinisikan 
korupsi sebagai “ Misuse of ( Public ) Power for Private 
gain “. Berbagai wajah korupsi oleh CICP sudah 
diuraikan termasuk tindak pidana suap (Bribery); 
Penggelapan (embezzlement); Penipuan (freud); 
Pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (extortion); 
penyalahgunaan wewenang  (abuse of discretion); 
12 
 
pemanfaatan kedudukan seorang dalam aktivitas bisnis 
untuk kepentingan perorangan yang bersifat Illegal ( 
exploiting a conflict interest, insider trading); Nepotisme 
(nepotism); Komisi yang diterima pejabat publik dalam 
kaitan bisnis ( Illegal commision); dan kontribusi uang 
secara ilegal untuk partai politik. 
2. Korupsi yang telah berkembang demikiann pesatnya 
bukan hanya merupakan masalah hukum semata – mata 
melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran hak 
hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia  
3. Kebocoran APBN selama 4 pelita sebesar 30% telah 
menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang 
besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian 
terbesar tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia 
peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan demikian maka 
korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan 
negara Republik Indonesia. 
4. Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataan 
telah diberlakukan secara diskriminatif baik 
berdasarkann status sosial maupun berdasarkan latar 
belakang politik seorang tersangka maupun terdakwa. 
5. Korupsi di Indonesia bukan lagi commission of Anti 
Corruption ( ICAC ), di Hongkong telah membuktikan 
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bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini 
adalah merupakan hasil kolaborasi antara sektor politik 
dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian 
tersebut pemberantasan korupsi pada sektor ini 
merupakan peberantasan korupsi yang paling sulit 
dibandingkan yang hanya terjadi di sektor publik. Kita 
menyaksikan bahwa korupsi di Indonesia sudah 
merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan 
dektor swasta. Perkembangan kelima cocok dengan 
perkembangan tanah air, karena kebijakan pemerintah 
dalam pembentukan BUMN/BUMD atau penyertaan 
modal pemerintah kepada sektor swasta, sehingga 
pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih sulit dari 
Hongkong, Australia dan negara – negara lain.5 
Jika dilakukan pengkajian dari sudut pandangan doktrin, Romli 
Atmasasmita menegaskan di dalam bukunya yang lain, bahwa : 
“ dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik  
dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya  
secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi 
di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) 
melainkan udah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra 
ordinary crimes). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau 
dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa 
Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa 
                                                             
5 Dr. Ermansjah Djaja, SH., M.Si “Topologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia“ CV. Mandar maju, 
Balikpapan 2010. Hlm 29-30 
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perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak 
sosial masyarakat Indonesia”.6 
Romli Atmasasmita menjelaskan tentang kondisi Tindak pidana 
korupsi di Indonesia sehingga dalam manangani  pemberantasan korupsi 
yang telah merupakan extra ordinary crimes perlu dibentuk suatu lembaga 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : 
“ Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan  yang sangat 
luar biasa (extra ordinary crimes)nsehingga tuntutan ketersediaan 
perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta 
kelembagaan yang menangani Korupsi tersebut tidak dapat 
dielakkan lagi. Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi 
harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi telah 
terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan 
pelanggaran hak hak ekonomi dan hak hak sosial masyarakat 
Indonesia . 
Banyaknya dasar dasar yang menjadikan Tindak Pidana Korupsi 
sebagai kejahatan yang luar biasa seperti yang dikemukakan di atas. 
Dengan digolongkannya Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar 
biasa, untuk itu penangggulangan Tindak pidana Korupsi harus pula ada 
upaya upaya hukum yang luar biasa pula. 
Persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia bukan 
hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata mata melainkan 
persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama 
parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib dibenahi secara 
simultan. Korupsi juga menjadi masalah sosial karena kejahatan korupsi 
                                                             
66 Romli Atmasasmita “ Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan 
Pembinaan Hukum Nasional departemen  Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, 
Jakarta 2002 Hlm 25 
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dapat menyebabkan kesejahtraan sosial yang tidak merata danmerupakan 
persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang 
sangat sulit disembuhkan. 
Peraturan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di atur 
secara khusus dalam Undang Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang 
Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sifat tindak pidana korupsi dikategorikan dalam dua sifat yaitu Tindak 
Pidana Korupsi yang Mensyaratkan adanya potensi timbulnya kerugian 
negara hal ini di atur pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatur : 
“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 
Dan Pasal 3 yaitu:  
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00” 
berdasarkan Pasal 2 dan 3 yang disebutkan di atas dapat kita 
mengambil kesimpulan yaitu dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Dari kedua pasal yang penulis 
sebutkan di atas sangatlah jelas unsur “ dapat merugikan keuangan negara 
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atau perekonomian negara ”merupakan salah satu unsur terpenuhinya 
delik pada pasal ini selain itu kata kata “ dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara ” juga mengandung makna walaupun 
perbuatan tersebut belum merugikan keuangan negara namun berpotensi 
merugikan negara maka perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur delik 
dalam undang-undang ini.  Jadi dapat disimpulkan ada tidaknya kerugian 
negara yang ditimbulkan tidaklah penting namun kita melihat pada potensi 
nya pula menimbulkan kerugian keyuangan negara. Mengingat pasal 
undang undang ini adalah delik formil jadi tindak pidana korupsi Pasal 2 
dan 3 hanya melihat terpenuhinya unsur delik bukan akibat yang 
ditimbulkan. Dan tipe Tindak Pidana Korupsi yang kedua yaitu tindak 
pidana korupsi yang tidak mensyaratkan adanya potensi kerugian negara 
seperti yang di atur dalam Pasal 5 mengenai delik pemberian sesuatu atau 
janji kepada pegawi negeri/ penyelenggara negara ( Penyuapan ), Pasal 8 
yaitu delik penggelapan dalam jabatan, Pasal 12 huruf e, f, g yaitu 
perbuatan pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, 
Pasal 7 ayat (1), (2) dan Pasal 12 Huruf h mengenai perbuatan curang, 
Pasal 12 B ayat (1) dan (2) yaitu delik Gratifikasi dan Pasal 12 Huruf i 
yaitu delik untuk pegawai negeri atau penyelenggara Negara bantuan 
dalam pengadaan pekerjaan pemborongan maupun persewaan, dalam delik 
tersebut juga sangatlah jelas tidak mensyaratkan adanya kerugian 
keuangan negara karena tidak ada unsur dari delik tersebut yang 
mensyaratkannya. 
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3.  Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 
Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu tindak pidana 
yang berasal dari hasil ratifikasi dari hasil Perjanjian Internasional yang 
dibuat oleh negara negara yang tergabung dalam anggota Financial Action 
Task Force on Money Laundering ( FATF ), tindak pidana pencucian uang 
bukan berarti mencuci uang.  Tindak Pidana Pencucian Uang adalah  
upaya pelaku kejahatan untuk menyamarkan  harta kekayaan yang dimana 
harata kekayaan tersebut  yang merupakan hasil kejahatan  sehingga harat 
kekayaan yang didapat secara ilegal terlihat seolah olah sebagai harta 
kekayaan yang legal. 
Secara terpisah Sutan Remy Sjahdeini mendefiniskan pengertian 
oencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan  yang 
merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap 
uang haram, yaitu uang dari Tindak Pidana, dengan maksud 
menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah 
ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak 
pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut 
dalam sistem keuangan ( financial system). Sehingga uang tersebut 
kemudian dapat dikeluarkan denga sistem keuangan tersebut sebagai uang 
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yang halal
7
. Menurut penulis pendefinisian yang dilakukan Sutan Remy 
Sjahdeini lebih menitikberatkan pencucian uang melalui sistem perbankan 
( Banking System) padahal realitasnnya Tindak Pidana Pencucian Uang 
Bukan saja Menyamarkan Harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem 
perbankan melainkan apabila sipelaku membelanjakan atau menggunakan 
harta kekayaan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana 
Pencucian uang. 
Pengkriminalisasian Tindak Pidana pencucian Uang oleh Indonesia 
sejak organisasi Internasional yang memberantas Tindak Pidana Pencucian 
uang yaitu Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF 
)yang kemudian memasukkan indonesia dalam daftar Non Cooperative 
Countries and Territories, karena Indonesia : 
a. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan Money Loundering 
sebagaoi Tindak Pidana  
b. Tidak adanya ketentuan prinsip mengenai nasabah (know your 
costumer - KYC) untuk lembaga keuangan non Bank 
c. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian 
uang dan 
d. Kurangnya kerja sama Internasional dalam Penanganan 
kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang
8
 
                                                             
7 R. Wiyono, S.H. “  Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang “ Sinar Grafika, Jakarta 2014 hlm 21-22 
8 Yunus Husein, Negeri sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda tiga lima, Jakarta 2008 hlm 91 
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Pada mulanya praktik tindak pidana pencucian uang di Indonesia di 
atur dalam Undang Undang No 15 tahun 2002 namun karena Undang 
Undang Ini di anggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman 
dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dalam pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang  maka dibentuklah Undang Undang No 8 Tahun 
2010 yang masih kita gunakan hingga sekarang ini sebagai dasr 
pemidanaan dalam pelanggar Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang  
Ruang lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri di atur  dalam 
undang undang yang menjelaskan dalam Pasal 1 angka 1 adalah segala 
perbuatan yang memenuhi atau sesuai dengan ketentuan Undang Undang 
ini dan tindak pidana ini yang dimaksud tertera pada Pasal 2 yaitu korupsi, 
penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, 
penyelundupan imigran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal,  di 
bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan 
senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, 
pemalsuan uang, perjduian, di bidang perpajakan, prostitusi, dibidang 
kehutanan, dibidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; 
dan atau kejahatan lain yang di ancam dengan pidana penjara 4 tahun atau 
lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan tindak 
pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menurut hukum Indonesia.  
berdasarkan definisi yang diberikan oleh undang undang ini yaitu Pasal 1 
angka 1 dari kata “  memenuhi unsur – unsur tindak pidana sesuai dengan 
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ketentuan ini “ dapat di artikan pencucian uang yang dimaksud dalam 
undang undang ini adalah hanya segala perbuatan yang memenuhi unsur 
unsur tindak pidana pencucian sebagaiman dimaksud dalam oleh Pasal 3, 
Pasal 4, dan Pasal 5 saja . dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 
11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 adalah bukan atau 
tidak termasuk tindak pidana pencucian uang meskipun pasal tersebut di 
atur dalam bab III Undang Undang No 8 tahun 2010. Sebenarnya dari 
judul dari Bab III sendiri yaitu “ Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan 
Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang” sudah dapat ditarik kesimpulan 
aturan aturan yang ada pada Bab III bukan merupakan Tindak Pidana 
Pencucian uang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang 
Undang No 8 Tahun 2010 melainkan tindak pidana lain yang ”Berkaitan “ 
dengan Tindak pidana pencucian Uang 
  
4.  Penyidik Tindak Pidana Korupsi  
Peraturan mengenai penyidik dalam penanganan tindak pidana 
sebenarnya sudah di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana 
sebagaimana di uraikan di atas. Mengingat Tindak pidana Korupsi 
merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) yang 
membutuhkan penanganan yang khusus dan luar biasa maka Tindak 
pidana korupsi di anggap sebagai tindak pidana khusus, hal itu 
dikarenakan adanya undang undang yang mengatur secara khusus 
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menangani Tindak pidana Korupsi dan selain itu banyaknya 
penyimpangan lain yang bertentangan dengan Tindak Pidana Umum yang 
ada pada KUHP seperti Penerapan Korporasi sebagai subjek hukum 
yangyang tidak di akui oleh KUHP, adanya ancaman pidana minimum dan 
maksimal dan mengenai hukum acaranya dimana Tindak pidana Korupsi 
membnerlakukan hukum acara yang berbeda dengan hukum acara pidana 
seperti dalam hal sistem pembuktian terbalik, penyidikan dapat dilakukan 
oleh kejaksaan dan Komisi pemberantasan korupsi dan perkara kurupsi 
diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan Undang Undang No 30 Tahun 
2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 
Undang  Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi. 
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi 
digolongkan sebagai tindak pidana khusus dan penanganannya 
membutuhkan upaya yang luar biasa maka dari itu dalam penanggulangan 
tindak pidana korupsi terdapat 3 penyidik yaitu : 
1. Polisi Republik Indonesia, dimana hal ini berdasarkan 
wewenang kepolisan sebagai lembaga penyidik suatu tindak 
pidana sebagaimana di atur dalam kitab Undang Undang 
Hukum Pidana dan dan berdasarkan Undang Undang No 2 
Tahun 2002 Tentang Kepolisan Republik Indonesia Pasal 16 
ayat 1 dan 2 yang mengatur : 
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1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses 
pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia 
berwenang untuk : 
a. melakukan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, dan penyitaan; 
b. melarang setiap orang meninggalkan atau 
memasuki tempat kejadian perkara untuk 
kepentingan penyidikan; 
c. membawa dan menghadapkan orang kepada 
penyidik dalam rangka penyidikan; 
d.  menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal 
diri; 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi;g. mendatangkan 
orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan 
g. pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan; 
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut 
umum; 
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j. mengajukan permintaan secara langsung kepada 
pejabat imigrasi yang berwenangdi tempat 
pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 
atau mendadak untukmencegah atau menangkal 
orang yang disangka melakukan tindak pidana; 
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan 
kepada penyidik pegawai negeri sipil serta 
menerima hasil penyidikan penyidik pegawai 
negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut 
umum; dan 
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan 
yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut 
: 
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. selaras dengan kewajiban hukum yang 
mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya; 
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan 
yang memaksa; dan 
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e. menghormati hak asasi manusia. 
Dan penjelasan mengenai kewenangan Kepolisian dalam 
menyidk Tindak Pidana korupsi yang dijelaskan dalam Instruksi 
Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2004  Tanggal 9 
desember 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi huruf 
ke 11 butir ke 10 khusus kepala kepolisian Republik Indonesia ( 
Kapolri ) di instruksikan bahwa: 
a. Mengoptimalkan upaya – upaya penyidikan terhadap 
tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan 
menyelamatkan uang negara  
b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap 
penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka 
penegakan hukum  
c. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik 
Indonesia, Badan pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan, Pusat pelaporan Analisis transaksi 
keuangan (PPATK) dan institusi negara yang terkait 
dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian 
kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
9
 
                                                             
9 Dr. Lilik Mulyadi S.H.,M.H.”Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan masalahnya “ 
Alumni, Bandung 2011 hlm 47 
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Dan berdasarkan hal tersebut maka Kepolisan Republik 
Indonesia berwenang sebagai penyidik Tindak Pidana 
Korupsi. 
2. Kejaksaan Republik Indonesia  
Pada Undang Undang No 16 Tahun 2004 pada Pasal 1 butir 1 
undang undang ini ditentuka bahwa jaks adalah Pejabat fungsional yang 
diberikan wewenang oleh undang undang ini untuk bertindak sebagai 
Penuntut Umum dan pelaksana Putusan Pengadilan yang berkekuatan 
hukum dan wewenang lain berdasarkan undang undang. Wewenang dalam 
menyidik tindak pidana korupsi diberikan juga kepada Kejaksaan 
berdasarkan ruang lingkup dan fungsi lembaga Kejaksaan di atur dalam 
Undang – Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia yaitu dalam penjelasan umum undang undang No 16 Tahun 
2004 yaitu pada Pasal 30 ayat (1) huruf d yang mengatur wewenang dan 
fungsi Kejaksaan dalam Proses Penyidikan dan penjelasan umum Pasal 30 
ayat (1) Huruf d yang menjelaskan “Kewewenangan dalam ketentuan ini 
adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Dan juga di atur dalam Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 2004 Tanggal 9 desember  2004 tentang percepatan 
pemberantasan korupsi Huruf ke 11butiran 9 Khusus Jaksa Agung 
Republik Indonesia di Instruksikan, bahwa : 
a. Mengoptimalkan Upaya Upaya Penyidikan terhadap Tindak 
Pidana KorupsiUntuk menghukum pelaku dan 
menyelamatkan uang negara 
b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap 
penyalahgunaan wewenan yang dilakukan oleh Jaksa atau 
Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum  
c. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian negara 
Republik Indonesia, badan Pengawas keuangan dan 
Pembangunan, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 
Keuangan, dan Institusi negara yang terkait dengan Upaya 
penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan  
negara akibat Tindak pidana korupsi
10
 
 
 
 
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Instrumen yang baru 
dalam Penegakan hukum diluar desain prosedur yang telah ditata oleh 
                                                             
10 Ibid, Hlm 52 
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KUHAP mengenai sistem peradilan pidana. Dan KPK merupakan 
Exceptio dari ketentuan – ketentuan umum yang berlaku. 11  Dasar 
pertimbangan dibentuknya komisi Pemberantasan korupsi karena tren 
perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan sistematis 
bahkan sudah bukan di anggap lagi kejahatan biasa karena dampak yang 
ditimbulkan dalam  hal kerugian negara. Dengan kualitas kejahatan yang 
luar biasa yang tentu saja butuh penanganan yang luar biasa pula bukan 
dnegan cara konvensional, sehingga kehadiran kpk diharapkan 
meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan tindak pidana 
korupsi.  
Untuk itu diperlukan metode peegakan hukum secara luar biasa 
melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan 
luas, Independen, dan bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya 
pemberantasan korupsi yang pelaksanaannya dibutuhkan secara Optimal, 
Intensif, Efektif, Profesional dan Berkesinambungan.
12
 
Pembentukan KPK sebenarnya sudah dituangkan dalam Undang 
Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yaitu pada Pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan akan dibentuknya Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi. 
Dan kelanjutan dari Pasal tersebut maka pada tahun 2002 dibentuklah 
Komisi Pemberantasan korupsi yang didasari oleh Undang Undang No 30 
                                                             
11 Chaeruddin, SH.,MH. Dkk “ strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi “ Refika 
Aditama, Bandung 2009 Hlm 127 
12 Drs. Ermansjah Djaja, SH., M.Si “ Memberantas Korupsi Bersama KPK “ Sinar Grafika, Jakarta November 
2008 hlm183 
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Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki 
kewenangan Extra Ordinary dalam  penangananan Tindak Pidana Korupsi 
baik pada saat Penyelidikan, Penyidikan dan tahap Penuntutan 
sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 30 tahun 2002 yaitu pada 
Pasal 6  mengenai tugas KPK yang mengatur:  
a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi; 
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi; 
c.  melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi; 
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana 
korupsi; dan 
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan negara. 
4. Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang  
Pusat Pelaporan Analisis Keuangan ( PPATK ) Merupakan lembaga 
yang dibentuk Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang 
berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana 
Pencucian uang yaitu pada Pasal 1 butir ke 2 undang undang No 8 Tahun 
2010 juga di atur di dalam Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2012 pada 
Pasal 3 yang menjelaskan “PPATK mempunyai tugas mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian uang. “  
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PPATK adalah lembaga yang disebut Financial Intelligence Unit 
(FIU) dalam butir 13 dari The Fourty Recommendations yang menyebut 
bahwa jika suatu lembaga keuangan menduga memiliki alasan kuat untuk 
menduga bahwa dana merupakan kekayaan hasil Tindak Pidana atau 
terkait mengenai Pendanaann Teroris, maka berdasarkan peraturan 
Perundang-undangan diwajibkan melaporkan langsung adanya dugaan 
tersebut kepada Financial Intelligent Unit.
13
 
Namun dalam hal ini PPATK Bukan merupakan lembaga yang 
berwenang dalam menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Melainkan 
PPATK Bertugas melaporkan apabila adanya transaksi Mencurigakan 
yang patut atau dapat diduga sebagai hasil dari Tindak Pidana. Dimana 
Yang dimaksud Transaksi Keuangan yang mencurigakan adalah : 
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari Profil, karakteristik 
atau kebiasaan pola Transaksi dari pengguna jasa bersangkutan 
b. Transaksi keuangan Oleh Pengguna Jasa yang Patut diduga 
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari Pelaporan 
Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak 
Pelapor sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 
2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
                                                             
13 R. Wiyono, SH. “ Pembahasan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang ” Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm 5 
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c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil 
Tindak Pidana  
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 
dilaporkan oleh pihak pelapor karena karena melibatkan harta 
kekayaan yang diduga berasal dari Tindak Pidana
14
 
Penjelasan mengenai PPATK di atas bukan berarti kita dapat 
menganggap PPATK sebagai lembaga yang berwenang dalam menyidik 
Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK Bukan Merupakan Penydidk 
Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK hanya bertugas melaporkan dan 
membantu penyidik dalam mengumpulkan bukti bukti agar Memudahkan 
penyidik dalam menjalankan tugasnnya.  
Penjelasan mengenai siapa yang berwenang dalam menyidik Tindak 
Pidana Pencucian Uang memang tidak di atur secara khusus dalam 
Undang Undang No 8 Tahun 2010. Undang-Undang Ini hanya 
menjelaskan secara Umum mengenai proses Penyidikan, Penuntutan dan 
Pemeriksaan Perkara yang di atur pada Pasal 68 yang menjelaskan: 
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
                                                             
14 Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak, CPA, MBA “  Pencegahan Pencucian Uang ( Money Loundering Prevention 
)“ Harvarindo jakarta 2014 hlm 21 - 22 
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Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” 
Yang dimaksud dengan “ Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
“ adalah di samping KUHAP dan juga ketentuan yang terdapat pada : 
a. UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI 
b. UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI 
c. UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi  
d. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
e. UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 
1984 
f. UU No 10 Tahun1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah 
diubah dengan UU No 17 tahun 2006 
Sedangkan yang dimaksud dengan “ Undang Undang ini “ dalam 
Pasal 68 adalah Ketentuan yang terdapat di KUHAP dan berdasarkan hal 
tersebut dapat dikemukakan : 
a. Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan 
serta pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap 
terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ketentuan yang 
terdapat pada UU No 8 Tahun 2010 dan undang undang yang 
disebutkan pada huruf a, b, c, d,e dan f. 
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b. Jika dalam Undang Undang No 8 Tahun 2010 dan yang 
disebutkan dalam huruf a, b, c, d, e, dan f tidak tedapat 
ketentuan mnegenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
sidang di pengadilan serta pelaksanaan putusan yang 
berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Tindak Pidana 
Pencucian Uang maka yang berlaku adalah Ketentuan yang 
terdapat dalam KUHAP.
15
 Berdasarkan hal yang disebutkan di 
atas dalam penanganang Tindak pidana pencucian uang apabila 
merujuk pada KUHAP yang berwenang dalam menyidik Tindak 
pidana Pencucian Uang adalah Kepolisian RI. 
6.  Pengertian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Peradilan merupakan salah satau pelaksana hukum dalam hal 
terjadinya tuntutan hak yang konkret melalui suatu putusan yang 
dijatuhkan oleh suatu lembaga yang mandiri bebas yang tidak dipengaruhi 
oleh lembaga itu sendiri. Peradilan adalah merupakan suatu seni yaitu seni 
yang didasarkan oleh ilmu, dikatakn seni karena hakim dalam memeriksa 
perkara bukan hanya menggunakan kecerdasan intelektual saja akan tetapi 
juga menggunakan hati nuraninya (kecerdasan emosional/ emotional 
consent)
16
. 
                                                             
15 R. Wiyono, SH. “ Pembahasan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang ” Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm192 - 193 
16 Dr.Drs. IGM Nurdjana, SH,M.hum “sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi “ perspektif 
tegaknya keadilan melawan mafia hukum “ “ ,Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010. Hlm 178-179 
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Seperti penjelasan pada bagian komisi pemberantasan korupsi bahwa 
komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga yang dibentuk karena 
lembaga pemerintah yang menangani Tindak Pidana Korupsi di anggap 
belum mampu memberantas Tindak Pidana Korupsi secara efektif dan 
maksimal maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dasar 
Undang Undang  No 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi, maka dari itu dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi 
perlu pula dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 
53 Undang-Undang No 20 Tahun 2002. 
Namun berdasarkan konsiderans Undang Undang no 46 Tahun  2009 
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada bagian menimbang huruf 
c menganggap bahwa pengadilan tindak pidana korupsi yang dasar 
pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang Undang No 30 tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor : 012 – 016 – 019 / PPU – IV / 2006. 
Dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali pengadilan tindak 
pidana korupsi dengan undang undang yang baru. Karena putusan 
mahkamah konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang 
Undang No 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa 
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pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan 
peradilan umum yang dibentuk oleh Undang Undang tersendiri
17
. 
Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu satunya 
pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Tindak 
Pidana Korupsi. Yang dimaksud dengan “ satu satunya pengadilan “  
adalah pengadilan yang memeriksa mengadili dan memutus perkara yang 
penuntutannya di ajukan oleh penuntut umum.
18
 Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan 
pengadilan umum, yang berkedudukan di setiap wilayah kabupaten / kota 
yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang 
bersangkutan. dilihat dari kewenangannya pengadilan tindak pidana 
korupsi berwenang mengadili  3 (tiga) jenis tindak pidana yaitu : 
a. Tindak Pidana Korupsi;  
b. Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya dari 
Tindak Pidana Korupsi dan; 
c. Tindak Pidana lain yang secara tegas ditentukan oleh Undang 
Undang Lain sebagai tidnak Pidana Korupsi
19
 
 
                                                             
17 Penjelasan Umum Undang Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi  
18 Dr. Ermansdjah Djaja, SH,M.Si. “ Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi 
Putusan Mahkamah Konstitusi No 012 -016-019/ PPU/2006”, Sinar Grafika, Jakarta 2010, Hlm 
482 
19 Mahrus Ali , “ Asas – Asas dan Praktek Hukum Pidana Korupsi “  UII Press , Yogyakarta, Hlm 41-
42 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara 
Tindak Pidana Korupsi menggunakan metode wawancara dengan para 
penegak hukum dan pakar hukum. Khususnya hukum pidana sehingga 
lokasi wawancara  disesuaikan dengan kesepakatan bersama pihak terkait. 
Sehingga penelitian ini juga bersifat kepustakaan  sehingga lokasi 
penelitian di berbagai perpustakaan yang ada di Makassar. Khususnya 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan 
pribadi ( koleksi buku yang dimiliki penulis ) 
2. Tekhnik Pengumpulan Data 
Penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui  
wawancara kepada pakar dan penegak hukum serat sumber data yang di 
dapat dari kepustakaan. Yaitu denga membaca beberapa buku pendukung, 
serta tulisan lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Lalu kemudian 
mencatat data yang mendukung penelitian ini sesuai dengan permasalahan 
yang ada. Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan 
permasalahannnya. Adapun data data yang ditemukan di bagi atas dua  
yaitu : 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung 
dari penegak hukum, pakar hukum khususnya pakar pidana, serta 
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lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki keterkaitan. 
Cara yang ditempuh untuk memahami data primer yaitu dengan 
mencatat dan menganalisis hasil wawancara pada penegak 
hukum dan para pakar hukum pidana dan lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) lalu kemudian memaparkan hasil wawancara 
tersebut. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang 
atau pendukung data primer yang berasal dari undang Undang 
Terakait Tindak Pidaana Korupsi dan Undang Undang terkait 
Tindak  Pidana Pencucian Uang dan buku buku Ilmiah 
menhgenai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian 
Uang yang di anggap sebagai proses pengkajian. 
3. Jenis Dan Sumber Data 
a. Jenis Data  
dalam Penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif 
yang terdiri atas dua jenis data yaitu data sekunder dan data 
primer, yang untuk itu dilakukan melalui penelitian kepustakaan 
dsan penelitian lapangan 
b. Sumber Data 
Data sekunder sebagai data utama yaitu data yang bersumber 
daan diperoleh melalui studi kepustakaan baik yang merupakan 
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bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan 
hukum tersier. 
4. Analisis Data 
Data data yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dan 
Tindak Pidana Pencucian Uang dikumpul dan selanjutnya di analisis 
dengan menggunakan analisis kulitatif, yaitu dengan cara memaparkan 
data yang telah diperoleh kemudia menyimpulkannya.  
Hal yang dikaji adalah perangkat yang dikaji dari data primer dan 
sekunder. Analisis data ini terfokus pada Undang Undang Mnegenai 
Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian 
penulis penulis membandingkan das sollen dan das sain untuk mengetahui 
penanganan Tindak Pidana Korupsi yang digabung secara komulatif 
dengan Tindak Pidana Pencucian Uang 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
3. Tinjauan Yuridis Terhadap Dasar Kewenangan KPK dalam Menyidik 
Perkara Penggabungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak 
Pidana Korupsi   
Penyidikan merupakan suatu istilah dalam Hukum Acara Pidana 
yang sama dengan opsporing dalam bahas Belanda dan investigation 
dalam bahasa Inggris. Pengertian penyidikan menurut Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 butir 2 dimana 
menjelaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi 
maksud dari Pasal 1 butir 2 ini penyidikan merupakan suatu upaya untuk 
mengumpulkan bukti – bukti maupun alat bukti agar suatu tindak pidana 
menjadi terang ataupun diketahui. 
Kewenangan penyidikan sudah di atur dalam KUHAP yaitu 
berdasarkan Pasal 6 mengatur bahwa lembaga yang berwenang dalam 
melakukan penyidikan adalah  
1.Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ; 
2.pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh Undang-Undang.; 
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Berdasarkan aturan pasal tersebut menjelaskan lembaga yang 
berwenang menyidik adalah Pejabat Polisi Negara dan Pejabat lain yang 
ditunjuk oleh Undang-Undang maksud dari kata “pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.” 
Pegawai negeri yang diberi kewenangan untuk menyidik suatu perkara 
selain dari polisi dengan dasar Undang Undang yang berlaku seperti. 
Diberikannya kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil selain 
polisi dalam hal kejahatan kepabeanan dan cukai sebagaimana di atur 
dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Undang No 17 tahun 2006 tentang 
kepabeanan yang mengatur : 
“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
Kepabeanan.” 
 
Selain itu PPNS ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil) diberikan pula 
kepada PNS kehutanan sebagaimana di atur dalam Undang Undang No 41 
Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 77 ayat 1 yang mengatur : 
“Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat 
pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana.” 
Eksistensi ketentuan Pasal 6 KUHAP ini yang menentukan adanya 
penyidik lain selain kepolisian namun walaupun di atur secara khusus 
dalam Undang Undang Tersebut polisi tetap mampu melakukan penyidikan 
dari perkara perkara tersebut. Dan hal ini pula menjadi dasar bagi KPK 
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untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara 
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang Undang no 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana di atur dalam Pasal 6 
huruf c dimana KPK diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan 
maupun penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi. Namun upaya KPK 
untuk menyidik perkara Tindak Pidana Pencucian uang dalam 
penggabungan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana 
Pencucian uang di anggap melanggar prinsip dasar hukum yaitu kepastian 
hukum karena Tindak Pidana Pencucian Uang bukan merupakan 
kewenangan KPK baik dari segi penyidikan maupun penuntutan selain itu 
dalam Undang Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan secara tegas mengenai siapa yang 
menyidik perkara Tindak Pidana Pencucian. Dengan demikian merujuk 
pada KUHAP Pasal 6 maka Penyidik Tindak Pidana pencucian Uang 
adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 
Namun pada kenyataannya penyidik KPK seringkali 
menggabungkan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana 
pencucian Uang padahal dalam Undang Undang No 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Undang Undang no 8 
Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sama sekali tidak 
disebutkan kewenangan menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang. Dasar 
yang di ambil KPK dalam menyidik perkara Tindak Pidana pencucian 
Uang adalah Undang Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan 
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Tindak Pidana Korupsi pada bagian kewenangan Pasal 6 yang mengatur 
kewenangan Pengadilan Tindak Pidana korupsi yaitu memeriksa, mengadili 
dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian 
Uang , dan Tindak Pidana lain yang secara tegas dalam undang undang lain 
ditentukan sebagai Tindak Pidana Korupsi. 
Berdasarkan ketentuan tersebut adanya kewenangan lebih dari 
pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana 
asalnya dari Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Pengadilan Tipikor 
itulah yang menjadi pegangan Penyidik KPK dalam melakukan penyidikan 
terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. ratsio yuridis yang digunakan 
KPK adalah dengan adanya kewenangan pengadilan tipikor dalam 
mengadili memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 
maka KPK memiliki wewenang pula dalam menyidik perkara Tindak 
Pidana Pencucian Uang. Karena tidak mungkin pengadilan tipikor dapat 
memeriksa, mengadili apalagi memutus perkara tanpa adanya penyidikan 
yang dilakukan oleh penyidik terlebih dahulu. Selain itu para pelaku Tindak 
Pidana Korupsi dalam melaksanakan Kejahatan Tindak Pidana Korupsi 
seringkali dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang karena 
seringkali pelaku cenderung melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang 
karena keuntungan yang diperoleh cenderung dalam jumlah yang besar 
pelaku Tindak Pidana Korupsi berupaya Untuk menyamarkan harta 
kekayaannya yang diperoleh dari kejahatan agar pelaku tidak dicurigai. 
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Upaya untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan harta kekayaan 
tersebut mendorong pelaku untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian 
Uang. 
Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana apabila Tindak 
Pidana Pencucian Uang  dilakukan oleh pelaku yang sama dengan Tindak 
Pidana Korupsi dan Predicate Crime dari Tindak Pidana Pencucian Uang 
tersebut Tidak Diketahui. Apakah kewenangan tetap pada penyidik KPK 
atau bukan lagi kewenangan KPK ?  
Berdasarkan interpretasi gramatikal kata kata dari Undang Undang 
No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 
huruf b adanya kata kata “ Tindak Pidana asal “ makna dari kata tersebut 
cenderung memberi batasan kewenangan baik bagi penyidik KPK ataupun 
terhadap kewenangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang 
dimana menjelaskan kewenangan dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
hanya mengikat pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana 
asalnya dari Tindak Pidana Korupsi. 
Namun hadirnya Undang Undang No 8 tahun 2010 memberikan titik 
terang mengenai upaya KPK tersebut dalam menggabungkan perkara 
Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu 
kewenangan KPK untuk menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang di atur 
dalam Pasal 74 dan 75 yang mengatur : 
“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak 
pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang 
ini.” 
 
Maksud dari pasal inilah yang memberikan kewenanagn kepada 
penyidik KPK dalam menyidik perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 
dan hal ini pun diperjelas dalam pasal selanjutnnya pada Pasal 75 yang 
mengatur : 
“Dalam hal penyidik  menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya 
tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik 
menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak 
pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK”  
 
Pasal ini bukan hanya memberi kewenangan kepada KPK namun 
penyidik lain pun memiliki kewenangan selain Polisi seperti penyidik 
kepabeanan, penyidik kehutanan dan lain sebagainya yang diberi 
kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang Undang nya masing 
masing. Tapi dengan syarat kewenangan itu terbentuk apabila pada saat 
penyidik tersebut sedang menyidik kasus menyangkut kewenangan yang 
diberikan oleh Undang-Undang nya masing masing namun ditemukan 
adanya indikasi terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang maka penyidik 
tersebut dapat melakukan penyidikan atas Tindak Pidana Pencucian Uang 
dan tetap tidak boleh menyidik perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang secara murni. Munculnya kewenangan ini bukan berarti bahwa 
kepolisian tidak berhak lagi menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang, 
Kepolisian tetap berwenang menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang hal 
ini dikarenakan fungsi dasar Kepolisian dalam hal terjadinya Tindak 
Pidana adalah selaku penyidik Tindak Pidana.  
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Bahkan Dr. Yunus Husein, S.H., LLM yang merupakan pakar 
hukum ekonomi di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta yang 
merupajan saksi ahli yang memberatkan dalam perkara Akil Mochtar 
menjelaskan dalam kesaksiannya di Persidangan  “  ada 10 alasan 
mengapa KPK berwenang melakukan penyidikan serta penuntutan pada 
Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaiman diketahui, KPK saat ini 
selain menyidik perkara Tindak Pidana Korupsi juga menjadi penuntut 
Tindak Pidana Korupsi, pada waktu menyidik ditemukan Tindak Pidana 
Pencucian Uang maka menurut Undang Undang No 8 Tahun 2010 
penyidikan tersebut digabungkan (komulatif), kemudian sesuai prinsip 
peradilan sederhana, cepat dan beaya ringan, apabila KPK menyidik dan 
menuntut perkara Korupsi, dan menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang, 
maka alangkah efisiennya apabila penuntutan perkara Tindak Pidana 
Pencucian Uang dilakukan oleh insstansi yang sama (KPK), tidak di split 
atau diberikan kepada Kejaksaan, karena perbuatan tersebut bukan 
merupakan perbuatan yang efisien. Untuk menyelesaikan satu perkara saja 
dibutuhkan waktu satu tahun, bagaiumana apabila di split alangkah tidak 
efisiennya. Padahal efisiensi merupakan salah satu tujuan hukum. Alas an 
lainmengapa KPK berwenang untuk menyidik, hal ini saya kaitkan dengan 
Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang hukum acara tersebut tidak berdiri sendiri Undang Undang 
Tindak Pidana Pencucian Uang memang tidak menyebutkan yang 
berwenaang menyidik adalah KPK, namun Undang Undang KPK 
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menyebutkan “ menyidik dan menuntut perkara Tindak Pidana Korupsi “ 
maka dari itu Tindak Pidana Pencucian Uang yang lahir yang merupakan 
follow up crime dari Tindak Pidana Korupsi seharusnya dituntut juga oleh 
instansi yang sama. Seandainya dipisahkan maka alangkah susahnya 
karena Tindak Pidana Pencucian Uangnya lahir dari korupsi sementara 
penuntutannya dilakukan justru dilakukan oleh instansi lain. Kemudian 
ahli juga mengaitkan pada Undang Undang No 46 Tahun 2009 Tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 disebutkan ada 3 
kewenangan pengadilan korupsi yaitu memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara Tindak pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
pidana asalnya dari Tindak Pidana korupsi, dan tindak pidana lain yang 
secara tegas ditentutkan sebagai Tindak Pidana Korupsi, misalnya 
pelanggaran  Undang Undang ketentuan umum perpajakan (KUP) di adili 
di poengadilan Tinda pidana Korupsi. yang kemudian menyerahkan 
kepada Jaksa Penuntut Umum yang merupakan seperssekian bagian dari 
jumlah seluruh pegawai KPK, belumlah mencerminkan penanganan 
korupsi seperti KPK  sehinga KPK diberi kewenangan supervisi terhadap 
perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan yang berlarut larut dapat di 
ambil alih oleh KPK. Dan saya juga mengutip perkataan dari pakar hukum 
Jerman Gustav Frachbrough yang dulu merupakan Menteri Hukum dan 
HAM Jerman yaitu tujuan hukum ada 3 yaitu Keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian Hukum, memang Undang Undang Tindak Pidana Pencucin 
Uang tidak menyebutkan kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan 
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namun adanya keadilan dan kemanfaatan yang lebih besar apabila perkara 
Tindak Pidana Pencucian Uang di lakukan oleh KPK. Apabila melihat 
yurisprudensi sudah banyak penuntutan dilakukan oleh KPK seperti dalam 
kasus Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishak, Ahmad Fatonah, kasus Rubi 
Rubiandhini, Kasus Defiandri, Waode Nurhayati dan perkara perkara itu 
sudah Inracht di Tingkat Mahkamah Agung maka dari itu sudah banyak 
yurisprudesnis yang juga menyetujuinnya, selain itu ahli juga ingin 
mengutip pendapat Prof. Satjipto Raharjo mengenai hukum progresif, 
bahwa hukum adalah untuk manusia. Janganlah kegiatan manusia tidak 
berjalan hanya karena ketidaklengkapan aturan, kalau memang 
kemanfaatan lebih baik sesuai dengan keadilan dan hati nurani hendaklah 
kita kedepankan kemanfaatan tersebut, memang kepastian hukum untuk 
sementara dikorbankan. Idealnya kewenangan untuk menuntut perkara 
Tindak Pidana Pencucian Uang dibuat secara eksplisit, namun selama 
belum ada kewenangan yang eksplisit tersebut untuk sementara sebaiknya 
diberikan kewenangan kepada KPK penuntutan perkara TPPU terssebut. 
Kemudian ahli juga mengutip Undang Undang Kejaksaan yaitu “ Jaksa 
adalah satu dan tidak dapat dipisahkan “ setahu saya jaksa yang di KPK 
meskipun dapat dikatakan berhenti sebagai Jaksa, namun kenyataannya 
tidak berhenti hanya jaksa yang ditugaskan di KPK dan sama atas nama 
negaraa melakukan penuntutan di perkara Tindak Pidana Pencucian uang 
yang menuntut atas nama Negara sama dengan jaksa pada Kejaksaan, 
keduanya sama sama mewakili kepentingan umum. Kemudian alas an saya 
47 
 
yang terakhir sistematika perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 
bertujuan untuk memberantas Tindak Pidana Pada umumnya termasuk 
Tindak pidana korupsi, maka sebaiknya berdasarkan 5 tugas pokok KPK. 
Terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tetap disidik dan 
dituntut oleh KPK”.20 
Pendapat tersebutpun dibantah oleh saksi ahli yang meringankan 
yang di ajukan oleh penasehat hukum Akil Mochtar yaitu Dr. Chairul 
Huda, SH.,MH yang mengatakan 
 dalam UU No 8 Tahun 2010 tidak menyebutkan kewenangan 
KPK dalam melakukan Penuntutan bahwa secara teori 
kewenangan menuntut adalah bagiab dari Hukum Pidana 
yang pada dasarnya menyangkut 2 (dua) hal: soal proses 
pengurangan hak asasi manusia dan  dan soal prosedur yang 
melindungi hak seseorang, sehingga karena penuntutan 
merupakan pengurangan hak asasi orang maka kewenangan 
melakukan penuntutan hanya dapat dilakukan dengan dasar 
Perundang-undangan, hal ini juga diatur dalam 3 KUHAP 
yaitu peradilan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang 
ini.  
 bahwa menurut ahli Pasal  74 Undang Undang No 8 Tahun 
2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak 
Pidana Pencucian Uang tidak dapat dikaitkan dengan azas 
                                                             
20 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :10 / Pid.Sus-TPK/2014/PN. JKT.PST 
Terdakwa Akil Mochtar hlm 641-642 
48 
 
Peradilan sederhana, cepat dan beaya murah karena 
kewenangan tidak bisa timbul hanya dari berdasarkan azas 
hukum, kewenangan hanya lahir dari kewenangan undang 
Undang. Selain itu azas ini hanya berlaku pada tersangka dan 
terdakwa bukan kepada penyidik, penuntut umum dan 
hakim. Dan ahli bermohon untuk membatalkan tuntutan 
penuntut umu karena ahli menganggap institusi dari penuntut 
umum tidak berwenang untuk melakukan penuntutan dari 
perkara ini.  
 Selain itu ahli menjelaskan walaupun pengadilan memutus 
perkara penggabungan Tindak Pidana Pencucian Uang 
dengan Tindak Pidana Korupsi pada perkara perkara 
sebelumnya seperti pada perkara Djoko Susilo, Rubi 
Rubiandhini, Luthfi Hasan Ishak dsb namun prinsip stare 
decisis tidak mengikat pada system hukum Indonesia, yang 
dimana bukan Judge made The law. Sehingga hakim di 
Indonesia memutus berdasarkan Undang Undang, maka 
hakim tidak terikat pada putusan sebelumnya”21 
Dan pada putusannya hakim tetap menerima tuntutan dari KPK dan 
tetap memutus perkara tersebut dengan pertimbangan : 
 merujuk pada Pasal 75 Undang Undang No 8 tahun 2010 
menjelaskan dalam hal penyidik menemukan bukti 
                                                             
21 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :10 / Pid.Sus-TPK/2014/PN. JKT.PST 
Terdakwa Akil Mochtar hlm 670-671 
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permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian 
Uang dan tindak Pidana asal , penyidik  menggabungkan 
penyidikan Tindak Pidana Asal dengan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK 
serta ketentuan No30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi pada Pasal 51 menjelaskan bahwa : 
- ayat (1) bahwa penuntut umum adalah penuntut umum 
pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang di angkat dan 
diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; 
- ayat (2) bahwa penuntut umum yang disebutkan pada 
ayat (1) adalah Penuntut Umum dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
- ayat (3) bahwa penuntut sebagaimana disebut pada ayat 
(1) adalah Jaksa Penuntut Umum 
 dengan pertimbangan ketentuan ketentuan tersebut di atas, 
majelis hakim berpendapat karena penggabungan antara 
Tindak Pidana Aasal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang dimaksudkan dalam ketentuan ketentuan tersebut di atas 
tidak secara tegas dibatasi oleh waktu Tindak pidana 
Pencucian Uang terjadi sejak dan sampai kapan Tindak 
Pidana tersebut dilakukan, maka hemat majelis hakim ruang 
ini menjadi ruang yang dapat dijadikan pintu masuk penyidk 
KPK melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang 
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 begitupun dalam hal penuntutan makna penggabungan 
penyidikan Tindak Pidana asal dengan Tindak pidana 
pencucian uang harus disinergikan dengan Penuntutan, 
mengingatessensi dan urgensi dalam penggabungan tersebut 
untuk kelancaran pemeriksaan yang berdasarkan azas 
Pengadilan sederhana, cepat dan Beaya murah
22
 
 
berdasarkan keterangan keterangan yang penulis paparkan di atas 
penulis mengambil pendapat tersendiri dalam hal kewenangan KPK yang 
ikut menyidik dan Menuntut penggabungan perkara Tindak Pidana 
Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan landasan 
yuridis semenjak hadirnya Undang Undang No 8 Thn 2010 memunculkan 
kewenangan KPK untuk menyidik Tindak Pidana pencucian uang namun 
dalam hal Penuntutan KPK tidak memiliki kewenangan dalam melakukan 
penuntutan, hal ini penulis berepndapat berdasarkan Pasal 3 KUHAP yaitu 
“peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang 
ini” sementara KPK tidak diberi kekuatan baik dari Undang Undangnya 
sendiri, undang undang tindak pidana pencucian uang untuk menuntut 
perkara tindak pidana pencucian uang.  
Namun apabila dipandang secara keseluruhan baik dari aspek 
manfaat, dan keadilan KPK memiliki landasan sosiologis untuk 
melakukan penuntutan karena berdasarkan Urgensi perkara korupsi yang 
                                                             
22 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :10 / Pid.Sus-TPK/2014/PN. JKT.PST 
Terdakwa Akil Mochtar hlm 1059-1060 
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terjadi di Indonesia yang sudah berada dalam tahap yang membahayakan 
sehingga membutuhkan penuntutan yang dilakukan yang lebih kredibel 
yang dapat mencapai tujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi secara 
preventif dan represif  mengingat dampak yang ditimbulkan oleh 
perbuatan itu sendiri sangatlah buruk bagi perkembangan bangsa sehingga 
hal ini mengeseampingkan kepastian hukum dan mengedepankan azas 
kemanfaatan karena menurut penulis hukum harus bermanfaat apabila 
hukum tidak bermanfaat maka tidak ada lagi fungsi hukum. Selain itu 
hukum pidana Indonesia mengenal concursus (perbaarengan Tindak 
Pidana) sehingga untuk melaksanakan penuntutan yang melanggar lebih 
dari satu Tindak Pidana tidak membingungkan dibanding karena 
keterbatasan suatu pengadilan seorang harus di adili di pengadilan berbeda 
pada saat yang bersamaan. Selain itu penulis mengingat suatu kasus yang 
terjadi di Liege Negara Belgia dimana pada tanggal 5 November tahun 
1962, pengadilan di Liege membuka persidangan guna mengadili 
terdakwa suzanne van de put, yang ditudhb tealh menghilangkan nyawa 
anaknya, yaitu corrinne van de put. Beberapa orang juga dihadapkan 
sebagai terdakwa, atas dasar tuduhan bahwa mereka telah membantu 
terjadinya kejahatan tersebut mereka adalah masing masing suami 
Suzanne, ibunya, kakak perempuannya, dan dokter Jaque Casters yakni 
dokter keluarga tetapi suzzanne lah yang dihadapkan sebagai pelaku 
pembunuhan anaknya tersebut. Sewaktu masih mengandung, maka atas 
petunjuk dr, Caster terdakawa minum 11 pil thalidomide ( obat penenang ) 
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pada tggl 23 mei 1962, lahirlah bayi perempuan Suzanne yang diberinama 
Corinne dengan keadaan cacat. Corinne dilahirkan tanpa tangan, bahkan 
tanpa struktur bahu, serta dengan kaki yang catat.hal tersebut membuat 
Suzanne dan keluarga memutuskan membunuh anak tersebut dri pada 
membiarkan anak tersebut hidup tersiksa dan apalagi dokter mengatakan 
tidak mungkin dipasangkan tangan buatan oleh karena Corinne tidak 
memiliki bahu dan berpendapat bayi tidak mungkin hidup lebih dari 1 
tahun dan Suzanne mengakui kesalahannya tersebut di persidangan dengan 
alasan tidak ingin membiarkan anaknya hidup tersiksa. Hakim memanggil 
saksi ahli yang semua justru meringankan Suzanne. Hal ini menjadi 
perhatian dari warga warga sekitar. Namun penuntut umum tetap pada 
tuntutannya untuk menghukum suzzanne karena akan berdampak buruk 
pada putusan putusan selanjutnya karena Suzanne telah menghilangkan 
nyawa orang lain. Namun tim pembela tetap meminta agar terdakwa 
dibebaskan dan menyalahkan masyarakat karena masyarakat tidak pula 
bersuaha mencegah tragedy tersebut. Pada hari ke enam persidangan 
hakim memutuskan unntuk membebaskan para terdakwa keputusan 
tersebut disambut hangat oleh masyarakat yang mengikuti siding siding 
kasus tersebut. Bahkan masyarakat umum menyambut dengan gembira 
putusan tersebut, sehingga lalu lintas di kota Liega macet selama satu jam. 
Namun akibatnya fatal semakin banyak kasus yang sama dimana seorang 
ibu menghilangkan nyawa anaknya karena tidak mau anaknya tersiksa dan 
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hal ini pun menjadi dampak dari putusan tersebut.
23
 hal ini mengajarkan 
kita untuk memandang suatu masalah secara keseluruhan bukan Cuma 
dampak saat dilakukan putusan namun mempertimbangkan dampak dari 
putusan kita kedepannya. 
2.  Sistem Pembuktian Dalam Perkara Yang Menggabungkan Tindak Pidana 
Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Dikategorikannya Tindak Pidana Korupsi sebagai extraordinary 
crime bukan saja karena dampak yang ditimbulkan oleh akibat dari korupsi 
itu sendiri melainkan pelakunya biasanya dilakukan oleh kalangan 
intelektual yang menjadikan Tinak Pidana Korupsi sangat sulit diberantas. 
Dikarenakan hal tersebut kesulitan dalam memberantas Tindak Pidana 
Korupsi maka kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa 
yang tentu diperlukan pula law enforcement yang extraordinary pula tidak 
bisa dengan cara cara konvensional seperti tindak pidana lain. 
Upaya upaya hukum yang luar biasa dalam pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi antara lain seperti dibentuknya komisi khusus dalam 
memberantas Tindak Pidana Korupsi, sifatnnya yang lebih diutamakan dan 
didahulukan dibanding tindak pidana lain, diberikan pula kewenangan bagi 
kejaksaan dalam menyidik perkara Tindak Pidana Korupsi dan dibentuknya 
pengadilan khusus yang menangani Tindak Pidana Korupsi yang dimana 
hakim dalam pengadilan tersebut bukan saja hakim karier yang ada pada 
pengadilan umum namun terdapat juga hakim ad hoc yang bukan bersal dari 
                                                             
23 Dr. Soerjono Soekamto SH.,MA dan Mustafa Abdullah “ Sosiologi Hukum dalam Masyrakat “ 
Rajawali pers, Jakarta,1980  hlm 43-46 
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hakim karier serta diberikannya pula system pembuktian yang tidak seperti 
biasanya yang dimana beban pembuktian bukan Cuma pada Penuntut Umum 
melainkan juga terletak pada terdakwa.  
Namun yang menjadi inti dalam tulisan ini yaitu penerapan system 
pembalikan beban pembuktian. system pembalikan beban pembuktian 
berdasarkan sejarah tidak bersifat absolut maksudnya diterapkan secara 
terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi hanya pada: 
1. bahwa system pembalikan beban pembuktian hanya terbatas 
dilakukan terhadap delik gratifikasi “gratification” ( Pemberian ) 
yang berkaitan dengan “ bribery” atau suap dan bukan terhadap 
delik delik lainnya dalam Tindak Pidana korupsi. Delik delik 
lainnya dalam Undang Undang No 31 Tahun 1999 yang tertuang 
dalam Pasal 2-16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa 
Penuntut Umum  
2.Bahwa system pembalikan beban pembuktian hanya terabatas 
dilakukan terbatas terhadap “ perampasan “ dari delik delik yang di 
dakwakan terhadap siapapun sebagaimana tertuang dlam Pasal 2 – 
16 Undang Undang no 31 tahun 1999. Perlu ditegaskan pula bahwa 
system pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada Pasal 2 – 16 
Undang Undang No 31 tahun 1999 tetap dibebankan kepada Jaksa 
penuntut umum. Hanya saja, apabila terdakwa berdasarkan 
tuntutan JPU di anggap terbukti melakukan pelanggaran salah 
satau dari delik delik tersebut dan dikenakan perampasan terhadap 
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harta bendanya terdakwa wajib membuktikan ( berdasarkan system 
pembalikan beban pembuktian ) bahwa harta bendanya bukan 
berasal dari Tindak Pidana Korupsi. 
3.Bahwa system pembalikan beban pembuktian hanya terbatas 
penerapan asas les temporisnya, artinya system ini tidak dapat 
diberlakukan secara retroaktif (berlaku surut) karena potensial 
terjadinya pelanggaran HAM (hak asasi manusia), pelanggaran 
terhadap asas legalitas, dan menimbulkan apa yang dinamakan asas 
lex talionis (balas dendam) 
4.Bahwa system pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dan 
tidak dierkenakan menyimpang dari asas “daaddaaderstraffrecht”. 
KUHP yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran 
keseimbangan mono-dualistik, dalam arti memperhatikan 
keseimbangan dua kepentingan, antara kepentingan masyarakat 
dan kepentingan individu artinya hukum pidana yang 
memperhatikan segi segi objek dari perbuatan (daad) dan segi segi 
subyektif dari orang/ pembuat (dader). Dari pendekatan ini system 
pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan 
melanggar kepentingan dan hak hak prinsipil dari pembuat/ pelaku 
(tersangka/terdakwa). bahwa penerapan system pembalikan beban 
pembuktian ini sebagai realitas yang tidak dapat dihindari 
khususnya terjadinya minimalisasi hak hak dari “ dader” yang 
berkaitan dengan asas “ non self-incriminalitation” dan “ 
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presumption of innocence’ namun demikian adanya suatu 
minimalisasi hak hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya 
eliminasi hak hak tersebut, dan apabila terjadi, inilah yang 
dikatakan bahwa system pembalikan beban pembuktian adalah 
potensial terjadinya pelanggaran HAM. 
24
   mengingat system 
pembalikan beban pembuktian yang diterapkan dalam Tindak 
Pidana korupsi berbeda dengan Tindak pidana Pencucian uang 
dimana Tindak Pidana Korupsi menganut system pembalikan 
beban pembuktian yang terbatas dan berimbang Dimana terdakwa 
hanya membuktikan mengenai kejahatan yang disangkakan dan 
walaupun beban pembuktian ada pada terdakwa namun Penuntut 
Umum juga wajib membuktikan hal yang ditudukan. Pembuktian 
tersebut berbeda dengan Tindak Pidana penccucian Uang yang 
dimana seluruh pembuktian mutlak hanya di buktikan oleh 
terdakwa dan dalam hal objek yang dibuktikan tidak ada batasan 
sehingga penyidik dapat saja menyita seluruh aset atau harta 
kekayaan pelaku yang dimana harta kekayaan pelaku tersebut 
harus dibuktikan asal usulnya oleh terdakwa di depan persidangan. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis system pembuktian dalam 
penggabungan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana 
Korupsi sifatnya berdiri sendiri tidak disamaratakan hal ini berdasarkan 
Pasal 3 KUHAP yang mengatur yang maksudnya adalah peradilan harus 
                                                             
24 Prof.Dr. Indriyanto seno Adjie, SH.,MH “korupsi kebijakan aparatur Negara & Hukum Pidana” 
Diadit Media, Jakarta,2007, Hlm 336-338 
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dilakukan berdasarkan Undang Undang  sehingga pembuktiannya pun 
berdasarkan Undang Undang  jadi system pembuktian dalam Tindak Pidana 
Korupsi tetap menganut system pembalikan beban pembuktian yang terbalik 
terbatas dan berimbang sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 37 ayat 
(1),(2),(3),(4) dan (5) Undang Undang No 31 Tahun 1999 yang mengatur  
 ayat (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia 
tidak melakukan tindak pidana korupsi.  
 Ayat (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak 
melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut 
dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.  
 Ayat (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh 
harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta 
benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai 
hubungan dengan perkara yang bersangkutan.  
 Ayat (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang 
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber 
penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat 
digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.  
 Ayat (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban 
untuk membuktikan dakwaanny 
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Berdasarkan penjelasan Undang Undang di atas maka system 
pembalikan beban pembuktian diberikan kepada kedua pihak yaitu terdakwa 
dan penuntut umum. Sedangkan dalam Tindak Pidana pencucian Uang 
dikenal system pembalikan beban pembuktian secara murni yaitu Cuma 
terdakwa yang memiliki beban untuk membuktikan, namun untuk 
membuktikan bahwa aset tersebut merupakan aset terdakwa adalah penuntut 
umum. Ketentuan mengenai system pembalikan beban pembuktian secara 
murni ditentukan padal Pasal 77 yang mengatur “Untuk kepentingan 
pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa 
Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” sedangkan untuk 
pembuktian terhadap aset kepemilikan terdakwa atau tersangka diberikan 
kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana di atur dalam Pasal 71 
ayat (1) Undang Undang no 8 Tahun 2010 tentan pemberantasan dan 
pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang “Untuk kepentingan 
pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, 
penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk 
memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: 
orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;  tersangka; atau  
terdakwa. 
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BAB IV  
KESIMPULAN DAN SARAN 
1.Kesimpulan 
 Kewenangan KPK dalam menggabungkan Tindak Pidana Korupsi dan 
Tindak Pidana Pencucian uang sebagai upaya mencegah Tindak Pidana 
Korupsi secara represif dan preventif  hanya memilik dasar sebagai 
penyidik bukan sebagai penuntut umum. Namun apabila dipandang 
secara keseluruhan baik dari aspek manfaat, dan keadilan KPK 
memiliki landasan sosiologis untuk melakukan penuntutan karena 
berdasarkan Urgensi perkara korupsi yang terjadi di Indonesia yang 
sudah berada dalam tahap yang membahayakan sehingga membutuhkan 
penuntutan yang dilakukan yang lebih kredibel yang dapat mencapai 
tujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi secara preventif dan 
represif  mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan itu 
sendiri sangatlah buruk bagi perkembangan bangsa sehingga hal ini 
mengeseampingkan kepastian hukum dan mengedepankan azas 
kemanfaatan karena menurut penulis hukum harus bermanfaat apabila 
hukum tidak bermanfaat maka tidak ada lagi fungsi hukum. Selain itu 
hukum pidana Indonesia mengenal concursus (perbaarengan Tindak 
Pidana) sehingga untuk melaksanakan penuntutan yang melanggar lebih 
dari satu Tindak Pidana tidak membingungkan dibanding karena 
keterbatasan suatu pengadilan seorang harus di adili di pengadilan 
berbeda pada saat yang bersamaan. Selain itu hakim harus memandang 
60 
 
suatu putusan bukan hanya dari segi kepastian hukum namun perlu juga 
dipandang dampak kedepannya dalam putusan tersebut. Apabila hakim 
tidak mengizinkan KPK dalam melakukan penuntutan maka akan tidak 
menjerakan pelaku korupsi. 
 Dalam hal penerapann system pembuktian dalam penggabungan 
perkara tersebut sifatnya berdiri sendiri tidak bisa disamakan walaupun 
system pembuktian kedua tindak pidana tersebut sama yaitu system 
pembalikan beban pembuktian namun diklasifikasikan berbeda menurut 
Undang Undang dimana Tindak Pidana Korupsi selain terdakwa 
membuktikan Penuntut umum pun punya kewajiban yang sama 
sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut system 
Pembalikan beban pembuktian secara mutlak yaitu beban pembuktian 
ada pada terdakwa. Namun beban untuk membuktikan bahwa harta 
kekayaan yang di ajukan di depan persidangan adalah milik terdakwa 
tetap melekat pada Penuntut Umum 
2. Saran 
 Sebaiknya KPK maupunn Undang Undang Tindak Pidana Pencucian 
Uang diberi suatu kepastian hukum yang tertuang dalam Undang 
Undang dalam hal kewenangan sebagai menuntut Tindak Pidana 
pencucian yang dalam hal Tindak Pidana pencucian Uang tersebut 
ditemukan pada saat proses penyelidikan ataupun penyidikan Tindak 
Pidana Korupsi. Agar tidak menimbulkan multitafsir bagi para penegak 
hukum. 
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 Selain itu upaya untuk menjeraka pelaku Tindak Pidana Korupsi 
dengan menggabungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
delakukan oleh KPK walaupun secara sosiologis sangat baik agar 
menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan Tindak 
Pidana Korupsi. Namun hal ini harus pula dilihat dari kajian yuridisnya 
mengingat adanya penuntutan di anggap kadaluarsa berdasarkan Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana yang di atur dalam Pasal 78 yang 
dimana mengatur :  
Ayat (1) kewenangan menuntut Pidanahapus karena daluwarsa: 
1.Terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan 
percetakan, setelah satu tahun; 
2.Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda , pidana 
kurungan, pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun; 
3.Terhadap pidana penjara yang di ancam lebih dari 3 tahun, sesudah 
dua belas tahun; 
4.Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana 
seumur hidup, sesudah delapan belas tahun 
Ketentuan ini harus diperhatikan baik baik oleh KPK dalam menuntut 
perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam Undang Undang 
Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ditentukan secara tertulis 
mengenai batas daluwarsa dari Tindak Pidana Pencucian uang. Jangan 
bertindak semata mata karena ingin menjerakan namun 
mengenyampingkan aturan ini. 
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 Keterbatasan Undang Undang Tindak Pidana pencucian Uang pada Pasal 
69 mengatur “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang 
tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.  “ sebaiknya 
ditambah dengan kata diputus setelah kata pemeriksaan di sidang 
pengadilan karena undang undang ini membingungkan para hakim dalam 
hal memutus perkara yang di ajukan JPU dari KPK di persidangan dalam 
hal penyidik menemukan adanya Tindak Pidana pencucian Uang dalam 
penyidikannya. 
 Sebaiknya para penyelenggara Negara ataupun pekerjaan sector sector 
swasta yang memperoleh keuntungan dari proyek Negara mencatat secara 
baik baik harta kekayaannya dan asal usul harta kekayaan karena Tindak 
Pidana Pencucian Uang menganut system pembalikan beban pembuktian 
yang mutlak sehingga apabila para penyelenggara Negara ataupun pekerja 
sector swasta tidak mampu membuktikan asal usul kekayaannya maka 
harta tersebut patut di duga dari Tindak Pidana. 
 Dibutukan sosialisasi yang baik tentang pencatatan harta kekayaan dan 
Tindak pidana pencucian Uang. 
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